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LURAH TIRTONIRMOLO 

KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL 

PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO 

 

NOMOR 6 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 5 TAHUN 2021 

TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

LURAH TIRTONIRMOLO, 

 

Menimbang  : bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai Rukun 

Tetangga sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 

2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, perlu 

menetapkan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Tentang 

Perubahan atas Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 5 

Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

 



 2 

2 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

5339); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539)  sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang 

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang 

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 226); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 

Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan 

Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Di Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 
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9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa 

dan Desa Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 569);  

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang 

Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1654); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden  

Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan  Pemberdayaan 

Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 580); 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76); 

15. Peraturan Desa Tirtonirmolo Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul 

Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa 

Tirtonirmolo Tahun 2019 Nomor 3); 
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Dengan Kesepakatan Bersama 

 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO 

Dan 

LURAH TIRTONIRMOLO 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN 

TIRTONIRMOLO NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG 

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN 

 

Pasal  I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 5 Tahun 

2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan diubah sebagai berikut:  

 

1. Ketentuan Pasal 8 sampai dengan pasal 11 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut:  

 

Paragraf 1 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

 

Pasal 8 

 

RT berkedudukan di Padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam rangka membina 

kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong-royongan dan 

kekeluargaan.  

 

Pasal 9 

 

RT bertugas :  

a. memelihara kerukunan hidup antar tetangga;  

b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang 

menjadi tanggung jawab Pemerintah Kalurahan;  
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c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan 

mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya murni 

masyarakat di lingkungan RT;  

d. melaksanakan tugas lain yang diminta oleh Lurah dan/atau Dukuh; dan 

e. membantu pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayahnya.  

 

Pasal 10 

 

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, RT 

melaksanakan fungsi LKK di lingkungan RT.  

 

Paragraf 2 

Pembentukan, Penggabungan, dan/atau Penghapusan RT 

 

Pasal 11 

 

(1) Pembentukan RT paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga. 

(2) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT memperhatikan 

batas-batas kewilayahan di lingkungan Padukuhan masing-masing.  

(3) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT ditetapkan 

dengan Peraturan Kalurahan.  

(4) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT dapat diusulkan 

oleh masyarakat atau prakarsa Pemerintah Kalurahan.  

(5) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT harus 

mendapatkan persetujuan dari seluruh warga yang dinyatakan dalam 

Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala 

Keluarga.  

(6) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT harus 

mendapatkan persetujuan Panewu.  

(7) Permohonan persetujuan Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

diajukan diajukan secara tertulis sebelum pengajukan rancangan 

Peraturan Kalurahan kepada Bamuskal, dengan dilampiri :  

a. Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala 

Keluarga, pada wilayah RT yang akan dibentuk, digabung, dan/atau 

dihapus;  

b. Peta batas lingkungan RT yang terbentuk baru dan rencana penomoran 

RT.  
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Paragraf 3 

Susunan Pengurus 

 

Pasal 11a 

 

Susunan pengurus RT terdiri dari :  

a. Ketua;  

b. Sekretaris;  

c. Bendahara; dan  

d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.  

 

Paragraf 4 

Persyaratan Pengurus 

 

Pasal 11b 

  

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT 

terdiri atas :  

a. warga RT setempat dan bertempat tinggal di wilayah RT setempat, 

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);  

b. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;  

c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;  

d. dapat membaca dan menulis; dan 

e. mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.  

(2) Pengurus RT bukan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan, dan anggota 

Bamuskal.  

 

Paragraf 5 

Mekanisme Pembentukan Pengurus 

 

Pasal 11c 

 

(1) Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat RT setempat dalam 

musyawarah mufakat. 

(2) Pembentukan pengurus RT difasilitasi Dukuh dan hasilnya dilaporkan 

kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.  

(3) Masa bakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.  
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(4) Pembentukan pengurus RT dilaksanakan secara serentak untuk seluruh 

RT di Kalurahan. 

(5) Lurah dapat memperpanjang masa bakti pengurus RT dalam rangka 

pembentukan pengurus RT secara serentak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4).  

 

Paragraf 6 

Pemberhentian Pengurus 

 

Pasal 11d 

  

(1) Pengurus RT berhenti karena :  

a. berakhir masa jabatannya;  

b. meninggal dunia;  

c. atas permintaan sendiri; dan  

d. diberhentikan.  

(2) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 

karena:  

a. pindah tempat tinggal dari wilayah RT yang bersangkutan; atau  

b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RT.  

 

Paragraf 7 

Pergantian Antar Waktu Pengurus RT 

 

Pasal 11e 

 

(1) Pengurus RT yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan 

antar waktu oleh Anggota RT yang memenuhi persyaratan.  

(2) Pergantian antar waktu Pengurus RT dilakukan melalui musyawarah 

mufakat dan hasilnya disampaikan kepada Lurah melalui Dukuh.  

(3) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RT 

ditetapkan dengan Keputusan Lurah.  
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Pasal  II 

 

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan 

Tirtonirmolo.  

 

Ditetapkan di : Tirtonirmolo 

Pada tanggal : 12 Desember 2022 

Lurah Tirtonirmolo, 

Ttd. 

M. MARWAN, MS. 

 

 

Ditetapkan di : Tirtonirmolo 

Pada tanggal : 12 Desember 2022 

Carik Tirtonirmolo, 

Ttd. 

YENI RISTIANA 

 

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya 
a.n. Carik tirtonirmolo 
Kepala Urusan Pangripta 
 

 

 

 

Sari Asih  

 

LEMBARAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO TAHUN 2022 NOMOR 6 

 

NOREG PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO 

KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL 

(19/Tirtonirmolo/2022) 

 

 

 


